
NO PEMETAAN P2TP2A HASIL

1 P2TP2A Yang terbentuk dari 7 Wilayah, 8 Wilayah sudah terbentuk P2TP2A

Sudah ada SDM tetapi masih berasal dari SKPD terkait
SDM yang ada di P2TP2A sudah mendapatkan pelatihan yang terkait dengan TUPOKSI

Jejaring P2TP2A sudah memiliki jejaring baik dari SKPD, LSM maupun dari masyarakat/para legal

Promosi P2TP2A Sudah dilakukan dan akan dilakukan di Tahun 2016

Kendala dari P2TP2A Kendala utama dari P2TP2A adalah persoalan alokasi anggaran yang sangat minim

SDM

P2TP2A belum memiliki Gedung tersendiri, dimana rata-rata gedung yang ada masih tergabung 
dengan instansi Pemerintah Daerah

Pra Sarana P2TP2A6

Semua P2TP2A yang telah dibentuk anggaran operasionalnya masih sangat kecil, sehingga P2TP2A 
tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi untuk penanganan korban kekerasan, hal ini 
disebabkan karena anggaran P2TP2A masih melekat di Instansi lain yang belum mengalokasikan 
anggaran untuk P2TP2A

Anggaran P2TP2A7

80% P2TP2A tidak memiliki AD / ART kecuali di kabupaten BoneAD / ART P2TP2A4

P2TP2A belum memiliki struktur kecuali P2TP2A Kab BoneStruktur Organisasi P2TP2A5

KESIMPULAN HASIL PEMETAAN P2TP2A

Keterlibatan Pemerintah, Masyarakat dan LSM dalam 
pembentukan P2TP2A

Dari 7 Wilayah, 8 Wilayah Pembentukan P2TP2A sudah melibatkan Pemerintah, Masyarakat Sipil 
dan LSM. Tetapi untuk YKS, pembentukan P2TP2A masih diprakarsai oleh pemerintah belum 
melibatkan masyarakat dan LSM

sudah ada baik dalam bentuk Perda, SK, Perwali, PerbupDasar Hukum Pembentukan P2TP2A3

2



LPP-BONE PPSE-KA RPS-KENDARI YKS-TANA TORAJA YLP2EM MAUPE KOTA MATAM KOTA AMBON

PEMBENTUKAN P2TP2A
YA TIDAK YA TIDAK YA YA YA YA

YA YA YA YA YA YA YA
Peraturan Walikota Parepare No.19 Tahun 2014
Tentang pembentukan P2TP2A Kota Parepare.  

TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK
Tidak ada Penjelasan Tidak ada Penjelasan AD/ART masih melekat di Badan KB dan PP

YA
tapi struktur beluam lengkap
YA

SARANA / PRA SARANA
TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK YA

YA

TIDAK TIDAK TIDAK YA YA

TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK

TIDAK TIDAK
Masih milik BPP, PA dan KB Kota Kendari Milik PEMDA

PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN
TIDAK YA YA TIDAK TIDAK

Adanya pemukhtahiran data peretahun yang 
dilaporkan ketingkat provinsi dan komnas 
Perempuan.

YA YA YA TIDAK TIDAK
Dalam melakukan sosialisasi melibatkan unsur 
kepolisian, LSM, KPPA sebagai narasumber.

TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK

YA TIDAK YA YA YA TIDAK TIDAK

TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK

SUMBERDAYA MANUSIA
TIDAK TIDAK YA YA YA TIDAK YA

4 Orang Petugas Penerima Pengaduan
4 Orang Petugas Pendampingan, 
2 Orang Petugas Pendampingan Hukum

TIDAK TIDAK YA YA TIDAK TIDAK

TIDAK TIDAK YA YA YA TIDAK TIDAK
SDM yang berkompeten berasal dari LSM (LPP Bone)

LSM Maupe, SAR, KNPI LP3 dan SKPD teknis
YA TIDAK YA YA TIDAK TIDAK TIDAK
Workshop Paralegal

Pelatihan Pendampingan Hukum Perempuan dan Anak.
Workshop Legal Drafting
Pelatihan Konseling Familiar

Workshop penanganan Anak berhadapan dengan Hukum.
YA YA YA YA TIDAK TIDAK
Workshop Paralegal

Pelatihan Pendampingan Hukum Perempuan dan Anak.
Workshop Legal Drafting
Pelatihan Konseling Familiar

Workshop penanganan Anak berhadapan dengan Hukum.
FUNGSI PELAYANAN

YA TIDAK TIDAK YA YA TIDAK TIDAK
P2TP2A sebagai pusat informasi sudah melakukan
sosialisasi ke masyarakat terkait masalah perempuan dan
anak
Menyebaran brosur, baliho dan leaflet terkait kekerasan
terhadap perempuan dan anak.

YA YA YA TIDAK TIDAK
Pelayanan penerimaan pengaduan
Konseling
Pendampingan Litigasi dan Non Litigasi
Layanan kesehatan
Rehabilitasi dan Reintegrasi sosial.
Mediasi.
YA TIDAK TIDAK TIDAK TIDAK

JEJARING
YA YA YA YA YA YA TIDAK YA

YA YA YA YA YA YA YA
melaluipertemuan (Pemda-Kab-Kec-Desa/Kel)
Melalui Radio 
Melalui Media Massa

YA YA YA YA YA YA YA YA

HASIL PEMETAAN P2TP2A DI WILAYAH PROGRAM MAMPU-BaKTI

Anggaran

NAMA MITRA MAMPU-BaKTI

Sosialisasi kepada SKPD, Dan 
juga ke Masyarakat

Belum perna ada kegiatan untuk 
membangun jejaring

Badan Pemberdayaan Perempuan, 
Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, 
Dinas Pendidikan, Yay. Arika Mahina, 
Yayasan Walang Perempuan, Polres 
Pulau Ambon, Kejaksaan Negeri 
Ambon

Permen PP&PA No. 01 tahun 2010 
Tentang SPM Bidang layanan 
terpadu bagi perempuan dan anak 
korban kekerasan.

tapi struktur beluam lengkap

Ruang untuk sekertariat dan 
Pengaduan

Perjanjian sewa menyewa

Meja, kursi, whiteboard, lemari arsip, 
computer dan printer 

Ruang konseling, Ruang Arsip

TIDAK

1 Orang petugas tetap di sekertariat

TIDAK

Pelatihan SOP Pelayanan P2TP2A

Tentang KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan) dan 
KA (kekerasan Terhadap Anak)

Layanan Pengaduan

Belum tersedianya anggaran untuk pemberdayaan 
korban

Para Legal P2TP2A

Polresta, Kejaksaan, Pengadilan, BKBPP, Dinsos, 
Disnaker, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, 
Perguruan Tinggi (Akademisi), RSUD, Puskesmas,  
Ormas, LSM dan Pengacara 

Bappeda, BP2KB, Kesehatan, 
Dinas Sosial, Dinas pendidikan 
and olah raga, PKK, Akademisi, 
LPA, Dewan Anak, RSUD Kota 
Mataram, MUI

Perda No 4 Tahun 2012, Perwali 
No 32 Tahun 2013

YA

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kemeneg

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 
tentang Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
(P2TP2A) di Kabupaten Maros 

YA

YA

Meja , Kursi, AC, dan ATK 

TIDAK

Masih dibutuhkan sarana pra sarana yang lebih 
mendukung misalnya ruangan konseling

Komputer, mobiler, Kamera, kenderaan dan 
peralatan lainnya yang mendukung operasional 
P2TP2A 

TIDAK

Masih dalam penyusunan

Polresta, Kejaksaan, Pengadilan, BKBPP, Dinsos, 
Disnaker, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, 
Perguruan Tinggi (Akademisi), RSUD, Puskesmas,  
Ormas, LSM dan Pengacara 

APBD

TIDAK

Layanan Pengaduan

Polresta, Kejaksaan, Pengadilan, BKBPP, 
Dinsos, Disnaker, Dinas Pendidikan, Dinas 
Kesehatan, Perguruan Tinggi (Akademisi), 
RSUD, Puskesmas,  Ormas, LSM dan 
Pengacara 

Keputusan Walikota Parepare nomor 590 Tahun
2015 tentang Penetapan Pengurus P2TP2A
Parepare.

TIDAK

TIDAK

Masih satu atap dengan BKB dan PP

TIDAK

Keterbatasan Anggaran

Berjejaring dengan SKPD terkait (Dinas Kesehatan, 
Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas tenaga kerja, 
Bappeda)

Promosi ke masyarakat sipi  dan SKPD melalui sosialisasi di 
tingkat kabupaten dan kecamatan

Apakah sudah pernah melakukan upaya promosi 
terkait keberadaan dan jenis layanan P2TP2A ?

25

Karena anggaran untuk kegiatan membangun 
jejaring sangat kurang/terbatas

Apakah sudah membangun jejaring baik dengan 
instansi pemerintah (SKPD maupun dengan 
masyarakat ?

24

Apakah dalam melakukan jejaring masih ditemukan 
kendala ?

26
Sumberdaya untuk 
mengorganisir serta biaya 
penanganan kasus

Polres, Rumah Sakit, 
Puskesmas, LSM

LSM Lokal, SKPD terkaitFPPA, Rumah Sakit, PPA 
Polres, Dinkes / Puskesmas

Pelatihan tentang 
Perdagangan Manusia dan 
Pelatihan Pengelolaan 
P2TP2A

TIDAK

TIDAK

Sosialisasi Keberadaan 
P2TP2A pada tahun 2014 
untuk tingkat Kabupaten

TIDAK

TIDAK

TIDAK

Berasal dari APBD, yang 
jumlahnya hanya 2 juta

TIDAKTIDAK 

TIDAK 

TIDAK

sosialisasidi forum kegiatan yang melibatkan
BPP, PA dan KB. Tahun 2016 BPP, PA dan KB
mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi
P2TP2A yang akan dilaksanakan ditingkat
kecamatan di Kota Kendari.

TIDAK

Program kerja yang ada adalah program kerja 
dari BPP, PA dan KB

Tidak ada Penjelasan

Anggaran yang ada masih melekat di BPP, PA 
dan KB

Petugas yang ada adalah staff dari BPP PA dan 
KB

Petugas yang ada adalah staff dari BPP PA dan 
KB

TIDAK

TIDAK 

TIDAK 

TIDAK 

TIDAK 

TIDAK 

TIDAK 

TIDAK 

3

Ditingkat masyarakat masih kurangnya pemahaman 
masyarakat dalam melaporkan kejadian yang dialaminya 
terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga 
kadang dalam permintaan data masih ada beberapa 
penyedia layanan tidak memiliki data yang akurat.

Pendidikan dan pelatihan keterampilan (pembuatan 
abon ikan, anyaman dari kain bekas) yang berbentuk 
home industri.

Apakah sudah menjalankan fungsi sebagai Pusat 
Pemberdayaan  bagi Perempuan dan Anak ?

23

TIDAK 

TIDAK 

Apakah sudah menjalankan fungsi sebagai Pusat 
Layanan ( Layanan Pengaduan, Layanan Kesahatan, 
Layanan Rehabilitasi Sosial, Layanan Bantuan 
Hukum, dan Layanan Reintegrasi Sosial) ?

22

Apakah SDM yang berkompeten terkait dengan 
layanan yang disediakan P2TP2A: Data dan 
Infromasi, Pelayanan, Promosi, Pengembangan 
Jejaring dan Pusat Rujukan sudah pernah mengikuti 
peningkatan kapasitas (pelatihan)

20

Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak  
bekerja sama dengan LSM (LPP Bone)

Apakah sudah menjalankan fungsi sebagai Pusat 
Informasi bagi Perempuan dan Anak ?

21

Ditingkat SKPD adanya mutasi kepada aparatur yang sudah 
paham mekanisme P2TP2A dan mesti pindah ke tempat 
lain sehingga petugas mesti mengulang kembali 
pemahaman dari SKPD tersebut.

Apakah SDM yang berkompeten terkait dengan 
layanan yang disediakan P2TP2A: Data dan 
Infromasi, Pelayanan, Promosi, Pengembangan 
Jejaring dan Pusat Rujukan berasal dari SKPD 
Teknis/Masyarakat ?

18

Apakah SDM yang berkompeten terkait dengan 
layanan yang disediakan P2TP2A: Data dan 
Infromasi, Pelayanan, Promosi, Pengembangan 
Jejaring dan Pusat Rujukan sudah memiliki sertifikasi 
?

19

TIDAK 

TIDAK 

TIDAK 

TIDAK 

TIDAK 

17

16

14

belum bisa mencakup program kerja yang akan 
dilaksanakan misalnya biaya pendampingan dan 
akomodasi bagi korban kekerasan yang akan dishelter 
atau di reintegrasi ke daerah asalnya.

Apakah anggaran  P2TP2A (jika sudah ada) 
sudah memadai ?

15

Sistem kerja P2TP2A masih Rujukan
Apakah sudah memilki petugas tetap yang 
mengelola P2TP2A ?

berasal dari APBD Murni di program kerja Kantor 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(KPPA) Pemda.

Apakah P2TP2A sudah memiliki Anggaran 
tahunan ?

12

Apakah dalam program kerja P2TP2A (jika 
ada), sudah terkait dengan layanan yang 
disediakan P2TP2A: Data dan Infromasi, 
Pelayanan, Promosi, Pengembangan Jejaring 
dan Pusat Rujukan ?

13

10 TIDAK

P2TP2A memiliki program kerja tahunan dalam 
bentuk sosialisasi terpadu ke beberapa kecamatan

Melakukan rapat koordinasi dengan isntansi terkait.Apakah P2TP2A sudah memiliki Program/Kerja 
tahunan ?

11

Apakah sarana pendukung P2TP2A itu milik 
sendiri?

9 Apakah sarana pendukung yang dimiliki saat ini 
sudah memadai untuk pelaksanaan tugas dan 
fungsi P2TP2A?

6

YA

YA

Jika gedung/bangunan yang digunakan untuk 
P2TP2A bukan milik sendiri, apakah ada 
perjanjian pinjam pakai

7 TIDAK

Apakah dalam Struktur Organisasi (jika sudah 
ada) P2TP2A, sudah terkait dengan layanan 
yang disediakan P2TP2A: Data dan Infromasi, 
Pelayanan, Promosi, Pengembangan Jejaring 
dan Pusat Rujukan ?

5

Apakah P2TP2A sudah memiliki sarana 
pendukung, seperti perlengkapan kantor, 
kendaraan operasional dll ?

8

Apakah P2TP2A sudah memiliki Struktur 
Organisasi ?

4

Belum ada Alokasi anggaran bagi operasional 
P2TP2A.

Bangunan P2TP2A belum memiliki bangunan 
tersendiri tapi sudah di fasilitasi oleh kantor KPPA 
sebaqgai Leading sector dengan menyediakan ruangan 
khusus bagi pelayanan penanganan pengaduan.

Apakah P2TP2A sudah memiliki 
gedung/bangunan yang terpisah ?

PEMETAANNo

Perda no.1 tahun 2014 tentang sistem 
perlindungan anak.

Perbub Bone nomor 77 thn 2010 Rencana Aset 
daerah Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan orang dan Eksploitasi seksual Anak 
kabupaten Bone.

Yang terlibat adalah masyarakat sipil, NGO, Yudikatif 
dan  Eksekutif

1 Apakah dalam pembentukan P2TP2A sudah 
melibatkan Pemerintah, Masyarakat dan Dunia 
Usaha (melalui Rapat Koordinasi) ?

Apakah sudah ada regulasi yang menjadi dasar 
pembentukan P2TP2A , jika sudah ada dalam 
bentuk apa regulasi tersebut? 

2

Perbub Bone nomor 329 tahun 2014 tentang pusat 
pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 
Anak (P2TP2A) kabupaten Bone.

SK Bupati No. 132 tahun 2014 tentang pelayanan 
terpadu korban kekerasan terhadap Perempuan 
dan Anak.
Keputusan Bupati Bone Nomor 347 tahun 2014 
tentang pembentukan pengurus Pusat Pelayanan 
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
k b  Keputusan Bupati Bone nomer 348 tahun 2014 
tentang penetapan panitia dan narasumber 
kegiatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan 

    SK Bupati no. 126 tahun 2006 tentang Pusat 
Pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap 
Perempuan dan anak

TIDAK

TIDAK 

TIDAK 

TIDAK 

P2TP2A belum sepenuhnya mempunyai kebutuhan 
utama dalam menjalankan operasional seperti ; 
kendaraan operasional, kamera, komputer khusus.

Dalam rapat koordinasi melibatkan seluruh 
stakeholder terkait.

Apakah dalam penyusunan program kerja 
P2TP2A (jika ada), sudah melibatkan para 
pemangku kepentingan  ?

TIDAK 

BPP, PA dan KB, Dinas Nakertransos, Dinkes, 
Kementerian Agama, Diknas, RSJ, RSUD, Unit 
PPA-Polresta Kendari, KPI, RPS, ALPEN

SK Walikota Kendari tentang Pengurus 
P2TP2A

SKPD kantor Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan 
Anak (KPPA)

Apakah sudah memiliki SDM yang berkompeten 
terkait dengan layanan yang disediakan P2TP2A: 
Data dan Infromasi, Pelayanan, Promosi, 
Pengembangan Jejaring dan Pusat Rujukan?

TIDAK

P2TP2A belum terbentuk 
secara organisasi

TIDAK

Apakah P2TP2A sudah memiliki Anggaran 
Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga 

YA TIDAK 

YA

YA

P2TP2A Kota Kendari  masih bergabung dengan 
gedung kantor BPP, PA dan KB. Ruangan P2TP2A 
terdiri dari ruang rapat P2TP2A dan ruang 
Forum Anak

TIDAK

TIDAK

Rumah aman belum tersedia, termasuk juga 
ruang untuk konseling

Karena mereka belum 
memahami TUPOKSI

BPP-KB

 2 Orang yaitu Kabid PPA 
dan Kasubdid

Petuga yang ada adalah staff dari BPP PA dan KB

P2TP2A belum memiliki SDM yang tersertifikasi 
karna belum ada identifikasi atas hal tersebut. 
Alokasi anggaran juga menjadi salah satu 
kendala

TIDAK

P2TP2A belum memiliki Pusat Informasi untuk 
korban, hal ini disebabkan masih terbatasnya 
dana yang disediahkan untuk membangun 
pusat informasi

Keterbatasan anggaran

TIDAK

Keterbatasan anggaran

Ruangan Penerimaan 
Pengaduan, Ruang 
Konseling Personil, 
Perlengkapan Kantor dan 
TIDAK

Surat Keputusa Bupati Tana 
Toraja Nomor : 
254/XII/2012

YA

YA

Anggaran

LayananPengaduan, LayananKonseling/Psikolog, 
LayananKesehatan, PendampinganHukum

Sebagian besar petugas dari masyarakat 
(Pendamping dan Hukum)
Untuk Kesehatan, Psikolog, Konseling dari SKPD 
teknis

Pelatihan Pendampingan Hukum, Pelatihan P2TP2A

Informasi terkait pendidikan, Keterampilan dan 
Hukum

Sertifikat tentang
Perdagangan Manusia dan
Sertifikat Pengelolaan
P2TP2A

Terkendala dengan minimnya anggaran yang tersedia

SKPD terkait, LSM, LBH

Kepada Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi, SKPD, 
dll

Karena koordinasi masih terbatas pada pengurus 
P2TP2A saja

Layanan Pengaduan, Konseling/Psikolog, Layanan 
Kesehatan (Rujukan), Konsultasi dan Pendampingan 
Hukum

APBD 

4 orang staf Badan KB-PP

SKPD terkait, BKKBD, Dinakentrans, DinKes, Dinas 
Pendidikan, Kepolisian, Kejaksaan, LBH, LSM, 
Kemeneg

Kendala dari sisi anggaran
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